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BAB II 

MACAM-MACAM PEMBERIAN SUAMI DALAM PERKAWINAN DAN 

‘URF 

A. Macam-macam pemberian suami dalam perkawinan 

1. Perspektif  Hukum  Islam 

Islam merupakan agama satu-satunya yang diridhai Allah SWT,  di 

dalamnya terkandung nilai-nilai dan aturan bersifat universal dari segala 

sendi kehidupan termasuk aturan mengenai perkawinan dan segala sesuatu 

di dalamnya.  Perkawinan telah diatur di dalam hukum Islam, bahkan 

memiliki tempat tersendiri dan dijadikan bab tersendiri pada kajian-kajian 

kitab fiqh. 

Hukum Islam adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah 

SWT dan sunnah Rosulullah saw tentang tingkah laku manusia mukallaf 

yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang 

beragama Islam, yang mana hukum tersebut mencakup hukum shari>ah dan 

hukum  fiqh.
1
 

Adapun dalam hukum Islam juga telah disebutkan mengenai 

macam-macam pemberian suami kepada istri di dalam sebuah perkawinan, 

baik pemberian tersebut masih dalam perkawinan ataupun telah terjadi 

perceraian. Adapun macam-macam pemberian suami kepada istri di dalam 

perkawinan menurut hukum Islam sebagai berikut: 

                                                            
1  Tim Penyusun MKD, Studi Hukum Islam  (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 44. 
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a. Mahar 

a) Pengertian mahar 

Salah satu dari keistimewaan Islam ialah memperhatikan dan 

menghargai kedudukan wanita, yaitu berupa memberi hak untuk wanita 

memegang urusannya, salah satunya ialah hak mahar. Mahar secara 

bahasa diambil dari kata bahasa arab yang bentuk mufradnya yaitu 

mahrun sedangkan bentuk jamaknya yaitu mahu>run yang secara bahasa 

mempunyai arti maskawin.
2
  

Adapun mahar dalam istilah ulama fiqh disebut Nih}lah, s{adaq, 

fari>dah dan ajrun yang didalam bahasa Indonesia semuanya memiliki 

arti yang sama yaitu mahar atau maskawin.
3
 Di dalam al-Qur’an istilah 

mahar disebut denagan al-s}adaq, al-s}aduqah, al-nih}lah, al-ajr, al-farid}ah 

dan al-aqduh. Menurut istilah shara’ mahar ialah suatu pemberian yang 

wajib diberikan oleh suami kepada istri dengan sebab pernikahan.
4
 

Arti lain dari mahar menurut istilah ialah suatu pemberian yang 

disampaikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada mempelai 

perempuan disebabkan karena adanya ikatan perkawinan.
5
 Adapula 

yang mendefinisikan mahar atau maskawin merupakan sesuatu yang 

wajib diberikan calon suami kepada calon istri sebagai rasa ketulusan 

                                                            
2  Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990), 121. 
3  M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Pernikahan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010). 

36. 
4  Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-
Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), 84. 
5  Musthafa Kamal, Fiqh Islam, Cet. III, (Jogjakarta: Citra Karya Mandiri,2002), 263. 
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hati seorang suami untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang 

seorang isteri kepada suaminya.
6
 

Mahar atau maskawin merupakan sebuah nama bagi harta yang 

diberikan seorang laki-laki kepada seorang perempuan karena terjadinya 

akad perkawinan. Mahar merupakan kewajiban atas suami kepada 

istrinya sebagai tanda keseriusan baginya untuk menikahi dan 

mencintai perempuan calon istrinya, sebagai penghormatan dan 

lambang ketulusan hatinya untuk mempergauli calon istrinya dengan 

baik.
7
 

Pemberian berupa mahar ini bersifat wajib, sekalipun mahar 

tidak termasuk dalam rukun perkawinan di dalam Islam, akan tetapi 

karena sebab seorang laki-laki telah mengawini seorang wanita maka 

wajiblah seorang laki-laki memberi mahar pada wanita tersebut sesuai 

dengan keinginan wanita dan kemampuan laki-laki tersebut. Mahar 

akan menjadikan istri berhati senang dan ridha menerima kekuasaan 

suaminya kepada dirinya.
8
 

Para fuqaha>’ berbeda pendapat dalam status mahar apakah 

sebagai pengganti pemanfaatan suami terhadap organ vital wanita atau 

ia sebagai pemberian semata yang telah ditentukan oleh Allah SWT 

kepada seorang istri. Pada intinya hubungan dari kedua pendapat ini 

ialah orang yang melihat wujud mahar sebagai imbalan pemanfaatan 

                                                            
6  Abd. Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2006), 84. 
7  Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat, 
(Jakarta: Amzah, 2011), 175. 
8  Sayyid Sabiq, Terjemahan Fiqh Sunnah Jilid 2, (PT. Alma’arif: Bandung, 1990), 53. 
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organ vital perempuan terhadap laki-laki mengatakan mahar merupakan 

kompensasi atas pemanfaatan organ vital perempuan terhadap laki-laki. 

Sedangkan yang berpendapat mahar hanyalah pemberian wajib seorang 

suami pada istri yang telah ditentukan oleh Allah SWT maka istri 

bersenang-senang pada suami sebaliknya suami bersenang-senang atas 

istrinya, maka mahar atau maskawin merupakan penghormatan dan 

pemberian suami yang telah ditentukan oleh Allah SWT untuk 

mewujudkan cinta dan kasih sayang antara pasangan suami istri 

tersebut.
9
 

Kewajiban mahar ini dibebankan kepada suami, bukan pada istri 

karena suami lebih kuat dan lebih banyak usahanya daripada istri. 

Ditinjau dari kapan pemberian mahar tersebut dilaksanakan, Islam 

memberi kelonggaran kepada suami. Artinya mahar boleh diberikan 

pada waktu akad nikah dan boleh pula sesudah berlangsungnya akad 

nikah tersebut.
10

  

b) Hukum mahar 

Adapun dalil disyariatkannya mahar telah disebutkan dalam al-

Qur’an dan as-Sunnah sebagai berikut:  

                               

Artinya: Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu nikah) 

sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka 

menyerahkan kepada kamu sebagai dari maskawin itu dengan 

                                                            
9  Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat …, 176. 
10  Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat…, 85. 
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senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai 

makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (An-Nisa>’ 4).
11

 

Mahar dalam ayat ini dinamakan S}aduqah, bentuk jamak dari 

S}aduqah yang diambil dari akar yang berarti kebenaran. Hal ini 

memiliki arti bahwa mahar itu didahului oleh sebuah janji, maka 

pemberian mahar tersebut oleh suami merupakan bukti kebenaran dari 

janji. Menurut Thohir Ibnu Asyur mengatakan, mahar tidak sekedar 

sebuah simbol ketulusan, kebenaran dan tanggung jawab seorang suami 

kepada istrinya, lebih dari itu mahar ialah bukti kebenaran dari janji 

yang tersirat untuk tidak membuka rahasia kehidupan rumah tangga 

kecuali pada suaminya saja.
12

 

Meskipun mahar merupakan hak sepenuhnya bagi istri, apabila 

istri memberikannya pada suami sebagian dari mahar tersebut maka 

suami boleh saja menerimanya dan menikmati bersama manfaat dan 

nilai-nilai dari mahar tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT 

pada surat An-Nisa>’ ayat 4 yang membolehkan seorang suami 

menikmati mahar tersebut. Kemudian pada firman Allah SWT yang lain 

juga disebutkan ayat yang serupa mengenai kewajiban mahar. 

………….                      ………..  

. Artinya: Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara 

mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan 

sempurna), sebagai suatu kewajiban. (An-Nisa>’ 24).
13

 

                                                            
11  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya…,115. 
12  Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Cet. VIII, (Tanggerang: Lentera Hati, 2007), 345. 
13  Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahannya…, 120. 
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Selain itu kewajiban mahar juga disebutkan dalam as-Sunnah, 

sebagai berikut: 

حَدَثنَاَ يََْيََ حَدَثنَاَ وكَِيْع عَنْ ابِْنِ حَازمِْ بْنُ دِيْ نَاِر عَنْ سَهْل سَعْدُ انََّ النََّبَِ ص م 

14(رواه بِاري)قاَلَ لِرَجُلٍ تَ زَوَّجُ وَلَوْ بِِاَتٍََ مِنْ حَدِيْدٍ   

Artinya: Telah berkata Yahya, telah berkata Wakiq dari Abi Hazim bin 

Dinar dari Sahal bin Said, Sesungguhnya Nabi Muhammad 

saw bersabda kepada seseorang laki-laki: Hendaklah kamu 

menikah walapun dengan cincin dari besi. (HR. Bukha>ri>) 

 

H}adi>th ini menerangkan mengenai kewajiban memberikan 

mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian pula tidak ada 

keterangan bahwasannya Nabi Muhammad saw pernah meninggalkan 

mahar pada suatu pernikahannya. Jika mahar tidak wajib maka nabi 

pernah meninggalkannya walaupun sekali dalam kehidupannya berarti 

yang menunjukkan ketidakwajibannya.
15

 

Dari pemaparan ayat-ayat dan h}adi>th di atas maka hukum 

memberikan mahar pada istri ialah wajib, sekalipun mahar tidak 

ditempatkan oleh para ulama pada rukun sebuah perkawinan. Akan 

tetapi mahar masuk pada syarat sah bagi suatu perkawinan, dalam 

artian bilamana terjadi perkawinan tanpa mahar maka hukum 

perkawinan tersebut tidak sah.
16

 

                                                            
14   Imam Hafidh Ibn Abdillah Muhammad Ibn Ismail Al Bukhari, S}ah}i>h} Bukha>ri>, (Riyadh: Baitul 

Afkar Addauliyah, 1998), 601. 
15  Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat…, 177. 
16  Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat…, 87. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

29 
 

Para fuqaha>’ juga sependapat bahwa mahar merupakan termasuk 

syarat sahnya pernikahan dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk 

meniadakannya.
17

 Akan tetapi, menurut Wahbah Zuhayliy mengatakan 

bahwa mahar merupakan bukan termasuk rukun maupun syarat sebuah 

perkawinan melainkan akibat dari adanya akad nikah sehingga jika 

mahar tidak disebutkan dalam akad nikah maka hukum perkawinannya 

adalah sah.
18

 

c) Macam-macam mahar 

Adapun macam-macam mahar dalam hukum Islam dibagi 

menjadi dua: 

Pertama ialah mahar yang disebutkan, yaitu mahar yang 

disebutkan bentuk, wujud atau nilanya secara jelas dalam akad nikah 

atau disebut dengan mahar musamma>.19
 Atau mahar yang telah 

disepakati oleh kedua belah pihak baik pada saat akad nikah atau 

sesudahnya, seperti membatasi mahar bersama akad atau 

penyelenggaraan akad tanpa menyebutkan mahar, kemudian setelah itu 

kedua belah pihak mengadakan kesepakatan dengan syarat 

penyebutannya yang benar.
20

 Inilah mahar yang berlaku dalam suatu 

perkawinan di Indonesia. 

Para ulama telah sepakat bahwasannya apabila sudah terjadi 

dukhu>l maka mahar musamma> harus dibayar secara penuh sesuai 

                                                            
17  Ibn Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Juz II, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 432. 
18  Wahbah al-Zuhayliy, al-Fiqh al-Isla>mi wa Adillatuhu, Jilid 7, (Beirut: Darul Fikr, 1984),  25. 
19  Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh …, 89. 
20  Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat…, 184. 
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dengan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal ini sesuai 

dengan firman Allah SWT sebagai berikut, 

                          

                    

Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, 

sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara 

mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil 

kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan 

mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan 

dengan (menanggung) dosa yang nyata ?(An-Nisa>’ 20) 
21

 

Akan tetapi bilamana suami atau istri meninggal salah satu 

diantaranya, maka menurut ijma’ mahar musamma> wajib dibayar 

sepenuhnya. Serta apabila suami telah bergaul dengan istrinya 

kemudian pernikahan tersebut rusak disebabkan hal tertentu, maka 

mahar musamma> juga harus dibayarkan sepenuhnya. Tetapi, bilamana 

istri dicerai sebelum dukhu>l maka suami hanya membayar separuhnya 

saja. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah 

ayat 237, sebagai berikut: 

                              

                           

                            

Artinya: Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur 

dengan mereka, Padahal sesungguhnya kamu sudah 

menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar 

yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu 

                                                            
21  Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahannya…, 119. 
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memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang 

ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada 

takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara 

kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang 

kamu kerjakan. (Al-Baqarah 237) 
22

 

Kedua ialah mahar mitsil, yaitu mahar yang diputuskan untuk 

perempuan yang menikah tanpa menyebutkan dalam akad nikah, ukuran 

mahar disamakan dengan mahar perempuan yang seimbang ketika 

menikah dari dari keluarga bapaknya seperti saudara perempuan 

sekandung, saudara perempuan tunggal bapak dan seterusnya. 
23

 

Jika didalam keluarga perempuan tersebut tidak ditemukan 

keluarganya atau ada tetapi belum menikah atau ada tetapi maharnya 

tidak diketahui maka mahar perempuan tersebut disamakan dengan 

mahar perempuan lain yang sebanding dalam sifatnya, akan tetapi 

didahulukan perempuan-perempuan di negerinya kemudian di negeri 

terdekat.
24

 

Adapun mahar mitsil diwajibkan dalam tiga kemungkinan, 

sebagai berikut:  

a. Dalam keadaan suami tidak menyebutkan sama sekali mahar atau 

jumlahnya. 

b. Suami menyebutkan mahar musamma> tetapi mahar tersebut tidak 

memenuhi syarat dalam Islam, seperti minuman keras. 

                                                            
22  Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahannya...,58. 
23 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat., ...,186. 
24  Ibid. 
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c. Suami menyebutkan mahar musamma> akan tetapi antara suami dan 

istri berselisih mengenai mahar tersebut sehingga tidak dapat 

diselesaikan.
25

 

d) Syarat mahar 

Adapun mahar memiliki tiga syarat sebagai berikut: 

Pertama, mahar merupakan suatu barang yang bisa dimiliki dan 

dijual (emas), barang-barang dan sejenisnya, tidak boleh memberikan 

mahar berupa minuman keras, babi, dan yang selain keduannya yang 

tidak bisa dimiliki. 

Kedua, harus sesuatu yang diketahui karena mahar merupakan 

pengganti pada hak yang diberikan ganti, maka dia menyerupai harga 

barang jadi tidak boleh dengan sesuatu yang tidak diketahui kecuali 

dalam pernikahan tafwi>d} yaitu kedua belah pihak yang melakukan akad 

diam ketika ditetapkan mahar di dalam akad. 

Ketiga, terbebaslah dari tipuan. Mahar tidak boleh berupa budak 

yang kabur, unta yang tersesat atau barang yang menyerupai 

keduanya.
26

 

b. Nafkah 

Islam mewajibkan seorang suami menafkahi istrinya, oleh sebab 

seorang suami telah sah memiliki ikatan perkawinan dengan istrinya, 

karena sebab ikatan yang sah itulah seorang istri terikat oleh suaminya 

                                                            
25  Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Kencana, 2006), 85. 
26  Wahbah al-Zuhayliy, al-Fiqh al-Isla>mi wa Adillatuhu…, 238. 
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dan tertahan sebagai milik suaminya karena suami berhak 

menikmatinya secara terus menerus dan istri wajib taat pada suaminya, 

tinggal di rumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan 

mendidik anak-anaknya. 

Sebaliknya seorang suami ia juga berkewajiban memenuhi 

kebutuhan istrinya dan memberi belanja atau nafkah kepada istri selama 

ikatan suami istri masih berjalan dan istri tidak durhaka atau karena ada 

hal-hal lain yang menghalangi penerimaan belanja dan nafkah.
27

 

a)  Pengertian nafkah 

Kata nafkah atau nafaqah berasal dari kata infa>q dalam bahasa 

arab secara etimologi mengandung arti (  yang berarti (نقص و قل

berkurang juga berarti (  yang berarti hilang atau pergi. Bila (فان و ذىب

seorang memberikan nafkah pada seseorang maka harta yang 

dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkan atau dipergikan 

untuk kepentingan orang lain.
28

 

Apabila kata nafkah dihubungkan pada perkawinan maka 

mengandung arti sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk 

kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi 

berkurang. Dengan demikian pemberian nafkah kepada istri merupakan 

                                                            
27  Sayyid Sabiq, Terjemahan Fiqh Sunnah Jilid 7…, 76. 
28  Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqh …, 165. 
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pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam 

masa perkawinan.
29

 

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam 

bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. 

Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi seperti memuaskan 

hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafkah, meskipun 

dilakukan suami pada istrinya. Akan tetapi kata yang digunakan selama 

ini untuk menyebutkan pemberian non materi (kepuasan seksual) ialah 

nafkah batin, sedangkan pemberian secara materi ialah nafkah lahir. 

Dalam bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada lahir atau batin, yang ada 

adalah nafkah yang maksudnya ialah hal-hal yang bersifat lahiriyah atau 

materi.
30

 

Pengertian nafkah yang dimaksud ialah belanja untuk keperluan 

makan yang mencakup Sembilan bahan pokok, pakaian dan rumah atau 

sering disebut dengan sandang, pangan dan papan.
31

 Adapun bentuk dari 

nafkah ada tujuh macam yaitu berupa makanan, lauk, pakaian, alat 

pembersih, perabot rumah tangga, tempat tinggal dan pembantu jika 

istri memang membutuhkan.
32

  

 

 

                                                            
29  Ibid.,165. 
30  Ibid. 
31  Sayyid Sabiq, Terjemahan Fiqh Sunnah Jilid 7…, 73. 
32  Wahbah al-Zuhayliy, al-Fiqh al-Isla>mi wa Adillatuhu, Jilid 10,  Terjemah Abdul Hayyie al-

Kattani, (Beirut: Darul Fikr, 1984),  25. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

35 
 

b) Syarat-syarat nafkah 

 Adapun syarat untuk menerima nafkah menurut Sayyid Sabiq 

dalm kitabnya Fiqhus Sunnah ialah sebagai berikut: 

1. Ikatan Perkawinan yang sah 

2. Menyerahkan dirinya pada suaminya  

3. Suaminya dapat menikmati dirinya 

4. Tidak menolak apabila diajak pindah ketempat yang dikehendaki 

suami 

5. Kedua-duanya saling dapat menikmati.
33

 

Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi maka seorang suami 

tidak wajib memberi nafkah atau belanja pada istrinya. Seperti contoh 

seorang istri tidak mau menyerahkan dirinya pada suami guna 

memenuhi hasrat biologis suami, maka suami tidak wajib memberi 

nafkah pada istri tersebut. Hal ini seperti halnya pembeli tidak wajib 

membayar harga suatu barang jika penjual tidak mau menyerahkan 

barang dagangannya.
34

  

c) Hukum nafkah 

Adapun hukum dan dalil disyariatkannya nafkah telah tertulis 

dalam al-Quran dan as-Sunnah ialah sebagai berikut:  

                          ……….. 

                                                            
33  Sayyid Sabiq, Terjemahan Fiqh Sunnah Jilid 7…, 76. 
34  Ibid. 
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.Artinya: Tempatkanlah mereka (istri) ditempat kamu bertempat tinggal 

menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan 

mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. (At-T}ala>q 6) 
35

 

………                                 

                  …………. 

Artinya:  Para Ibu hendaklah menyusukan anaknya duia tahun penuh, 

yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan 

kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para Ibu 

dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan 

menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu 

menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang Ayah 

karena anaknya. (Al-Baqarah 2#33) 
36

 

Adapun dalil dari as-Sunnah ialah: 

هَا فإَِنْ فَضَلَ شَيْءٍ فَلَِِىْلِكَ فإَِنْ فَضَلَ : انََّ النَّبِبَِّ قاَلَ لِرَجُلِ   ابِْدَأْ بنَِ فْسِكَ فَ تَصَدَّقَ عَلَي ْ

 عَنْ اىَْلِكَ شَيْءٍ فلَِذِيْ قَ راَبتَِكَ فإَِنْ فَضَلَ عَنْ قَ راَبتَِكَ شَيْءٍ فَ هَكَذَا وَىَكَذَا

Artinya: Rasulullah saw pernah berkata kepada seorang lelaki, mulailah 
nafkah untuk dirimu sendiri, dan jika itu lebih maka nafkah itu 

untuk keluargamu. Jika masih sisa maka untuk kerabatmu. 

Dan jika masih sisa juga maka untuk kerabat lain, dan 

demikian seterusnya.
37

 

Dari berbagai dalil diatas dapat disimpulkan bahwa kewajiban 

nafkah hanya diberikan kepada mereka yang berhak, yaitu dengan 

memberikan sesuai dengan kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah 

yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya keborosan 

penggunaan dalam keadaan tertentu. Artinya pemberian nafkah atau 

belanja yang secukupnya sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup yang 

                                                            
35  Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahannya…, 946. 
36  Ibid.,57. 
37  Abi> H}usain Muslim Ibn al-H}ajjaj, S}ah}i>h} Muslim Jilid 3, (Riyadh: Baitul Afka>r ad-Dauli>yah, 

1998) 302. 
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wajar bagi istri. Itulah maksud dari pemeberian yang baik, sehingga dari 

kebutuhan keluarga yang tercukupi tersebut maka terciptalah suasana 

rumah tangga yang baik. 

Adapun para fuqaha>’ sepakat bahwa nafkah untuk istri itu 

hukumnya wajib atas diri suaminya jika memang sudah baligh kecuali 

jika istri melakukan nushu>z. Kemudian secara akal seorang istri itu 

setelah akad nikah tertahan dibawah pengawasan suaminya. Tugasnya 

ialah dirumah untuk melayani suami, sehingga kebutuhan nafkahnya 

otomatis harus ditanggung oleh suami sebagai ganti penahannanya 

tersebut.
38

 

Dari sinilah diketahui bahwa salah satu tujuan dari sebuah 

perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup, mendapatkan 

cinta dan kasih sayang, serta pergaulan yang baik didalam rumah 

tangga. Hal demikian dapat terwujud bila tercukupinya kebutuhan istri 

dan anak-anaknya. Terkhusus kebutuhan yang bersifat pokok untuk 

sehari-hari bagi rumah tangganya, dari sinilah salah satu cara untuk 

menegakkan tujuan perkawinan tersebut. 

Apabila terpenuhi kebutuhan yang bersifat materi dan ditunjang 

dengan terpenuhinya kebutuhan imateri maka apa yang diharapkan 

dalam perkawian tersebut akan dapat dicapai dengan izin Allah SWT 

dan dengan ini pula jalan untuk mendekatkan diri pada Allah SWT. 

 

                                                            
38  Wahbah al-Zuhayliy, al-Fiqh al-Isla>mi wa Adillatuhu…,111. 
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c. Mut’ah 

Islam sangat menghargai kedudukan perempuan di dalam 

perkawinan, dibuktikan dengan adanya pemberian mut’ah untuk istri 

yang diceraikan suaminya. Mut’ah hanya berlaku bilamana hubungan 

perkawinan antara suami dan istri putus sehingga seorang suami 

dianjurkan member mut’ah pada istrinya. 

Jumhu>r ulama berpendapat bahwa mut’ah hanya diberikan pada 

istri bilamana perceraian yang terjadi dikarenakan inisiatif seorang 

suami.
39

 

a)  Pengertian mut’ah 

Al-mut’ah diambil dari kata al-mata>’ yang berarti sesuatu yang 

dinikmati. Adapun mut’ah memiliki empat makna yaitu, mut’ah haji, 

mut’ah pernikahan yang memiliki batas tertentu, mut’ah perempuan 

yang diceraikan, mut’ah perempuan yang memberikan nafkah pada 

suaminya dari harta perempuan sesuai dengan adat yang ada pada suatu 

daerah.
40

 Yang menjadi pembahasan kali ini ialah mengenai mut’ah 

seorang istri yang diceraikan oleh suaminya.  

Secara etimologi kata mut’ah dengan dhammah (mut’ah) atau 

kasrah (mit’ah) akar kata dari al-mata’ yaitu sesuatu yang disenangi. 

Maksudnya ialah materi yang diserahkan suami pada istri yang 

dipisahkan dari kehidupannya sebab talak atau semakna dengannya.
41

 

                                                            
39 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia…, 302 
40  Wahbah al-Zuhayliy, al-Fiqh al-Isla>mi wa Adillatuhu…, 284. 
41  Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat…, 207. 
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Adapun mut’ah secara terminologi ialah pakian atau harta yang 

diberikan oleh suami kepada istri yang ia ceraikan yang melebihi mahar 

atau sebagai ganti mahar sebagaimana dalam kondisi perempuan 

mufawwidhah untuk menghibur hati seorang perempuan dan untuk 

mengganti rasa sakit akibat sebuah perpisahan.
42

 

b)  Hukum mut’ah 

Para fuqaha>’ memiliki pendapat tersendiri mengenai mut’ah. 

Adapun madzab Hanafi berpendapat, mut’ah bisa menjadi wajib dan 

bisa menjadi sunnah. Mut’ah bisa menjadi wajib bila terjadi dalam dua 

jenis perceraian, sebagai berikut: 

Pertama, perceraian mufawwidhah sebelum terjadi persetubuhan 

atau disebut mahar untuk seorang istri dengan penentuan yang rusak.
43

 

Artinya sebuah perceraian terjadi sebelum terjadinya dukhu>l, dan dalam 

perkawinan tersebut belum ditentukan mahar dan tidak diwajibkan 

setelahnya atau penentuannya telah rusak. Seperti telah disebutkan 

pada firman Allah SWT, 

                          

                               

  

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu 

menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan 

mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan 

                                                            
42  Wahbah al-Zuhayliy, al-Fiqh al-Isla>mi wa Adillatuhu…, 285. 
43   Ibid. 
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hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada 

mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan 

orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu 

pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan 

ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. (Al-
Baqarah 236) 

44
 

Ayat tersebut Allah SWT memerintahkan seorang suami  untuk 

memberikan mut’ah terhadap istri yang diceraikan. Artinya pemberian 

tersebut ialah sebuah kewajiaban bagi suami yang menceraikan. Bisa 

juga diartikan bahwa mut’ah dalam kondisi ini merupakan pengganti 

setengah bagian mahar wajib. Pengganti ini wajib hukumnya karena 

menggantikan posisi mahar sebelumnya.
45

 

Kedua, perceraian yang terjadi sebelum terjadinya persetubuhan 

dalam perkawinan yang di dalamnya tidak disebutkan mahar. Hal ini 

sesuai dengan firman Allah SWT sebagi berikut, 

                           

                           

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi 

perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu 

ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-

kali tidak wajib atas mereka ‘Iddah bagimu yang kamu minta 

menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan 

lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (Al-
Ahzab 49) 

46
 

Ayat ini memerintahkan bagi suami yang menceraikan istrinya 

sebelum dukhu>l dan dalam perkawinan belum disebutkan mahar, maka 

                                                            
44  Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahannya…, 58. 
45  Wahbah al-Zuhayliy, al-Fiqh al-Isla>mi wa Adillatuhu…, 286. 
46  Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahannya,… ,675. 
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wajib baginya membayar mut’ah pada istrinya tersebut sebagai 

kesenangan baginya.
47

 

Menurut madzab Hanafi mut’ah disunahkan bagi setiap 

perempuan yang diceraikan kecuali perempuan mufawwidhah, yaitu 

perempuan yang kawin tanpa mahar dan diceraikan sebelum terjadi 

persetubuhan atau perempuan yang ditentukan untuknya mahar fa>sid 

atau ditentukan mahar setelah akad, dan mut’ah itu tidak ada bagi 

setiap perpisahan yang dipilih oleh perempuan seperti akibat khulu’ dan 

li’an.
48

 

2. Perspektif Hukum Adat 

a. Barang Seserahan 

Perkawinan di Indonesia masih bersifat pluralistis yang artinya 

di Indonesia masih berlaku beberapa sistem hukum perkawinan bagi 

warganya. Salah satunya yaitu perkawinan dan pemberian barang oleh 

suami terhadap istrinya. Pada dasarnya kebanyakan warga Indonesia 

memadukan dua hukum antara hukum Islam dan hukum adat.  

Sebuah perkawinan dalam masyarakat adat dipandang sebagai 

salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. 

Perkawinan bukan hanya mengenai mereka yang bersangkutan tetapi 

orang tua, saudara, kerabat dari kedua belah pihak, bahkan menyangkut 

pemberian-pemberian suami kepada istrinya. 

                                                            
47  Wahbah al-Zuhayliy, al-Fiqh al-Isla>mi wa Adillatuhu…, 286. 
48  Ibid. 
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Pada umumnya sebuah perkawinan dalam hukum adat didahului 

oleh lamaran (ngelamar). Lamaran bukan suatu perkawinan melainkan 

sesuatu yang sifatnya seperti pertunangan dan baru terikat apabila dari 

pihak laki-laki memberikan suatu barang yang disebut panjer atau 

peningset (Jawa), tanda kong narit (Aceh), panyangcang (Jawa Barat), 

dan paweweh (Bali).
49

 

Dari proses pemberian barang-barang seserahan sebagai ikatan 

bahwa seorang perempuan tersebut telah memiliki tunangan atau calon 

yang akan menikah dengannya. Dari proses itulah muncul dampak-

dampak lain terhadap kedua calon pasangan tersebut, dari lebih 

intimnya hubungan kedua keluarga hingga dilarangnya orang lain 

meminang wanita yang telah dipinang itu. 

Pada pembahasan kali ini ialah mengenai barang-barang yang 

diberikan seorang laki-laki kepada perempuan sebagai ikatan 

pertunangan, dalam daerah lain ada yang menyebut dengan barang 

seserahan. Seserahan ialah semua alat perkakas.
50

 Bentuk dari barang 

seserahan bermacam-macam seperti, alat perabotan dapur, busana, 

seperangkat perhiasan dan makanan atau kue. 

B. Perpindahan Hak Milik 

Hak berasal dari bahasa Arab al-haq, yang secara etimologi 

mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, diantaranya berarti, 

                                                            
49  Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Cet. II, (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2010), 106. 
50 Ira. M. Lapidus, Kamus Umum Indonesia, (Jakarta:Balai Pustaka, 1982),  25. 
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milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, bagian 

(kewajiban) dan kebenaran. Sedangkan secara terminologi hak atau al-

haq ialah pengkhususan seseorang terhadap pemilik sesuatu benda 

menurut shara’ untuk bertindak secara bebas dan bertujuan mengambil 

manfaatnya selama penghalang yang bersifat shara’.51
 

Definisi di atas memiliki arti bahwa suatu barang atau benda 

yang dimiliki seseorang itu sepenuhnya berada di dalam penguasaannya, 

sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkan barang 

atau benda tersebut. Pemilik tersebut bebas melakukan barang atau 

benda yang dimilikinya sesuka hati serta bebas untuk bertindak hukum 

terhadap kepemilikannya tersebut seperti menjualnya, menghibahkan, 

mewakafkan atau meminjamkannya kepada orang lain selama tidak 

bertentangan dengan shara’.  

Adapun barang atau benda yang dimiliki seseorang dapat 

berpindah tangan atau beralih kepemilikannya dengan beberapa cara 

sebagai berikut, 

1. Melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang 

atau lembaga hukum lainnya, dalam Islam hal seperti ini disebut 

dengan barang atau benda yang muba>h. Contohnya, bebatuan yang 

berada di sungai yang belum dimiliki oleh seseorang atau lembaga 

hukum. Apabila seseorang mengambil batu dari sungai tersebut dan 

membawanya pulang, maka batu tersebut menjadi miliknya dan 

                                                            
51  Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 47. 
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orang lain tidak boleh mengambil batu yang telah dikuasai itu. 

Contoh lain misalnya seseorang yang berusaha menangkap ikan di 

laut kemudian membawanya pulang, ikan tersebut menjadi milik 

orang yang berusaha menangkap ikan dan bebas untuk melakukan 

apapun terhadap miliknya itu seperti menjual, menyedekahkan atau 

menikmatinya. 

2. Melalui suatu transaksi yang dilakukan oleh seseorang atau suatu 

lembaga hukum, seperti transaksi jual beli, hibah dan wakaf. 

3. Melalui peninggalan seseorang, seperti menerima harta warisan dari 

ahli warisnya yang wafat. 

4. Hasil atau buah dari barang atau benda yang dimiliki seseorang 

yang datang secara alami, seperti pohon yang berbuah, hewan 

peliharaan yang beranak pinak atau keuntungan dagang yang 

didapatkan seorang pedagang.
52

 

Keempat cara di atas merupakan cara untuk mendapatkan suatu 

barang, benda atau harta yang sesuai dengan syariat Islam. Selain dari 

cara-cara perpindahan barang atau benda keempat tersebut, Islam 

melarang dan menghukuminya haram, contohnya merampok, 

merampas, mencuri atau meminta kembali barang atau benda yang 

telah di berikan. Rasulullah saw bersabda,  

                                                            
52  Ibid., 49. 
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عَنْ ابِْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُوْلِ لِله ص م قاَلَ الَْعَائِدُ فِ ىِبَتِوِ كَا لْكَلْبِ يقَِئُ ثَُُّ يَ عُوْدُ 

53(رواه مسلم)فِ قَ يْئِوِ   

Artinya: Dari Ibnu Abbas dari Rasulallah saw bersabda, Orang yang 

menarik kembali hibahnya (pemberiannya) adalah seperti 

anjing yang muntah lalu memakan muntahannya. (HR. 

Muslim). 

 

Adapun pemberian seorang Bapak kepada anaknya apabila 

Bapak tersebut memintanya kembali maka dalam Islam diperbolehkan. 

Dari penjelasan ini dapat diketahui banyak hikmah yang dapat digali 

untuk kemaslahatan hidup manusia, antara lain hikmah dalam garis 

besarnya, 

1. Manusia tidak boleh sembarangan memiliki barang, benda atau 

harta tanpa mengetahui aturan-aturan yang berlaku yang telah 

disyariatkan Islam. 

2. Manusia akan mempunyai prinsip bahwa mencari harta itu harus 

dengan cara yang baik, benar dan halal. 

3. Memiliki harta bukan hak mutlak bagi manusia, tetapi merupakan 

suatu amanah (titipan) dari Allah SWT yang harus digunakan dan 

dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan hidup manusia 

dan disalurkan di jalan Allah SWT untuk memperoleh ridha Nya. 

4. Menjaga diri untuk tidak terjerumus pada hal-hal yang diharamkan 

oleh shara’  dalam memiliki harta. 

                                                            
53  Abi> H}usain Muslim Ibn al-H}ajjaj, S>}ah}i>h} Muslim Jilid 3, (Riyadh: Baitul Afka>r ad-Dauli>yah, 

1998), 1241. 
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5. Manusia akan hidup tenang dan tentram apabila dalam mencari dan 

memiliki harta itu dilakukan dengan cara-cara yang baik, benar dan 

halal, kemudian digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan 

panduan (aturan-aturan) Allah SWT.
54

 

C. ‘Urf  dalam Hukum Islam 

‘Urf muncul dari sebuah pemikiran dan pengalaman dari 

mayoritas masyarakat, karena sadar akan kenyataan bahwa adat atau 

sebuah kebiasaan telah memiliki peranan penting dalam sebuah 

dinamika kehidupan masyarakat, maka shari>’at Islam mengakui ‘urf 

sebagai sumber hukum atau dalil hukum dalam bidang furu>iyah 

(muamalah). 

Adat atau kebiasaan berkedudukan sebagai bagian dari hukum 

yang tidak tertulis, akan tetapi sebuah adat atau kebiasaan telah 

menjadi tradisi dan menyatu dengan setiap lapisan masyarakat sehingga 

adat kebiasaan tersebut berlanjut dari satu generasi ke generasi 

selanjutnya. ‘Urf ada kaitannya dengan tata nilai yang dianggap baik 

oleh masyarakat.
55

 Agar dapat memahami lebih lanjut tentang ‘urf  

dalam hukum Islam maka akan di paparkan beberapa sub bab mengenai 

‘urf. 

 

 

                                                            
54  Ibid., 50. 
55  A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 
Masalah-masalah yang Praktis, Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2010), 80. 
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a) Pengertian ‘Urf 

Pengertian ‘urf dari segi bahasa berasal dari kata ‘arafa, ya’rafu 

( يَ عْرَ ُ  – عَرَ َ  ). Sering diartikan dengan al-ma’ruf ( ُ ْالَْ عْرُو) berarti ‚sesuatu 

yang dikenal‛ atau berarti ‚yang baik‛. Pengertian ‚dikenal‛ ini lebih 

dekat kepada pengertian yang diakui oleh orang lain.
56

 

Sementara kata yang sepadan atau sinonim dari ‘urf  ialah kata 

‚adat‛ yang berasal dari Bahasa Arab yaitu  ٌ َعَاد akar katanya ‚‘a>da, 

ya’u>du ( يَ عُوْدُ  - عَادَا ) artinya perulangan (تكرار).57
 Sebenarnya tidak ada 

perbedaan antara adat dan ‘urf, karena keduanya sama-sama mengacu 

kepada peristiwa yang berulang kali dilakukan sehingga diakui dan 

dikenal orang.
58

 

Sedangkan menurut istilah shara’, banyak definisi yang 

disebutkan oleh beberapa kalangan, namun menurut ulama ushu>l fiqh 

yaitu: 

  اوَْتَ رْ ٍ  اوَْفِعْلٍ  قَ وْلٍ  مِنْ  وَسَارُوْاعَلَيْوِ  النَّاسُ  ىُوَمَاتَ عَارَفَوُ  الْعُرْ ُ 
Artinya: ‘Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku 

padanya, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun 

meninggalkan sesuatu.
59 

 

فِعْلٍ  اوَْ  قَ وْلٍ  فِ  قَ وْمٍ  جُُْهُوْر عَادَ ٌ   
Artinya: Kebiasaan mayoritas sebuah kaum baik dalam perkataan 

ataupun perbuatan.
60 

                                                            
56 Totok Jumantoro, Kamus Ilmu Us}u>l Fiqh, Cet. I, (Jakarta: Amzah, 2005), 333. 
57 Ibid, 1. 
58 Sapiudin Shidiq, Us}u>l Fiqh, Cet. Ke-I, (Jakarta: Kencana, 2011), 98. 
59 Totok Jumantoro, Kamus Ilmu Us}u>l ..., 334. 
60  Nasrun Haroen, Us}}u>l Fiqh 1, Cet. Ke-I, (Jakarta: Jakarta Logos, 1996), 138. 
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نَ هُمْ  شَااَ  فِعْلٍ  كُللِّ  مِنْ  عَلَيْوِ  وَسَارُوْا النَّاسُ  اعْتَدَهُ  مَا كُللُّ   عَلَى اِْ َ قَوُ  تَ عًارَفُ وْا قَ وْلٍ  اوَْ  بَ ي ْ
رَهُ  يَ تَبَادَرُ  وََ   الللَُّ  ُ  َ تاَلََّفَوُ  َ اصٍ  مَعَْ   ِ اَعِوِ  عِنْدَ  َ ي ْ  

Artinya: Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan dijalaninya 

dalam suatu perbuatan yang telah popular diantara mereka 

kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian 

etimologi dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak 

memahaminya dalam pengertian lain.
61 

 

  62 الَْعَادَ  وَيُسَ َّى, تَ رْ ٍ  اوَْ  فِعْلٍ  اوَْ  قَ وْلٍ  مِنْ  عَلَيْوِ  وَسَارُوْا النَّاسُ  تَ عَارَفَوُ  مَا

Artinya: Apa yang saling diketahui dan yang saling dijalani orang, 

berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan atau disebut 

adat. 

 

Adapun sebuah adat dapat dikategorikan sebagai ‘urf apabila 

memenuhi tiga syarat dalam ‘urf, yaitu, Pertama, adanya kemantapan 

jiwa. Kedua, sejalan dengan pertimbangan akal sehat. Ketiga, dapat 

diterima oleh watak (fitrah) bawaan manusia, dalam artian sejalan 

dengan tuntutan watak asal manusia.
63

 

Adat atau ‘urf  yang dimaksud sebagai sumber hukum Islam 

bukan hanya adat orang Arab saja, melainkan semua adat yang berlaku 

di suatu tempat dan masyarakat tertentu, dalam arti adat yang terjadi di 

suatu tempat bisa dijadikan sebagai sumber hukum, dan produk hukum 

yang berlaku dan bersifat lokalitas, tanpa mengikat pada tempat yang 

lain.
64

 

 

 

                                                            
61  Wahbah al-Zuhayliy, Al-Wajiz Fi> al-Us}u>l Fiqh, (Shuria: Da>r al-Fikr, 1999), 97. 
62  Abdul Wahhab Khallaf, ‘Ilm Us}u>l Fiqh, (Jakarta: Da>r al-Kutub al-Isla>mi>yah, 2010), 79. 
63  Ahmad Azhar Basyir, Hukum Adat bagi Umat Islam, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983), 27. 
64  Nourouzzaman Siddiqi, Fiqh Indonesia, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1997), 122. 
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b) Macam-macam ‘urf  

Ulama us}u>l fiqh membagi’urf dalam tiga macam, yaitu pertama 

dilihat dari segi objeknya, kedua dari segi cakupannya dan ketiga dari 

segi keabsahannya.  

a. Berdasarkan objeknya, ‘urf  terbagi menjadi al-‘urf al-lafz}i> dan al-‘urf 

al-‘amali>.  

1) Al-‘urf al-lafz}i> adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan 

ungkapan atau lafal tertentu dalam mengungkapkan sesuatu.
65

 

Sehingga makna yang terkandung dalam ungkapan tersebut 

menjadi hal yang sudah difahami dan selalu terlintas difikiran 

masyarakat. Misalnya, ungkapan ‚daging‛ yang berarti daging 

sapi. Padahal ungkapan ‚daging‛ mencakup seluruh daging yang 

ada tidak hanya daging sapi saja. Hal ini, sudah menjadi kebiasaan 

masyarakat setempat dalam mengartikan secara khusus bahwa 

yang dimaksud ‚daging‛ yaitu daging sapi. 

2) Al-‘urf al-‘amali> adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan 

dengan perbuatan biasa atau mu’amalah keperdataan.
66

 Perbuatan 

biasa yang dimaksud adalah perbuatan masyarakat dalam masalah 

kehidupan yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain. 

Misalnya, kebiasaan masyarakat memakan makanan khusus, atau 

kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam 

acara-acara khusus. 

                                                            
65  Nasroen Haroen, Us}u>l Fiqh 1…, 139. 
66 Ibid., 140.  
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b. Berdasarkan cakupannya, terbagi menjadi dua al-‘urf al-‘a>m dan Al-

‘urf al-kha>s}. 

1) Al-‘urf al-‘a>m, yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara umum 

di masyarakat dan di seluruh daerah.
67

 Misalnya, adat kebiasaan 

yang berlaku di masyarakat dalam memakai ungkapan ‚engkau 

telah haram aku gauli‛ kepada istrinya sebagai ungkapan untuk 

menceraikan istrinya. 

2) Al-‘urf al-kha>s}, yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus 

dalam suatu masyarakat.
68

 Misalnya, kebiasaan masyarakat Jambi 

menyebut kalimat ‚satu tumbuk tanah‛ untuk menunjuk 

pengertian luas tanah 10x10 meter.
69

 

c. Berdasarkan keabsahannya, terbagi menjadi dua al-‘urf al-s}ah}i>h} dan al-

‘urf al-fa>sid. 

1) al-‘urf al-s}ah}i>h}, yaitu kebiasaan yang dilakukan manusia tidak 

bertentangan dengan dengan dalil shara’.70
 Misalnya, memberi 

hadiah kepada orang tua dalam waktu-waktu tertentu. 

2) al-‘urf al-fa>sid, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh manusia 

tetapi bertentangan dengan shara’. 71
 Misalnya, minum-minuman 

keras, hidup bersama tanpa nikah. 

 

                                                            
67 Satria Effendi, Us}u>l Fiqh, Cet. Ke-I, (Jakarta: Kencana, 2005), 154. 
68

 Ibid., 154. 
69 Abd. Rahman Dahlan, Us}u>l Fiqh, Cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2011), 210. 
70 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Us}u>l Fiqh Kaidah Hukum Islam, Terjemah Faiz el Muttaqin, Cet. 

I, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 117. 
71

 Ibid, 117. 
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c) Kehujjahan ‘urf  

Sebuah kehujjahan sebagai suatu legalitas ‘urf sebagai dalil 

shara’ didasarkan atas dalil sebagai berikut:  

1)  Firman Allah pada surat al-A’raf ayat 199. 

                 

Artinya: Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang 

ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.
72

 

 

Ayat diatas merupakan sebuah perintah yang menyuruh manusia 

untuk melakukan perbuatan yang makruf. Kata ma’ruf artinya sesuatu 

yang diakui baik oleh hati. Ayat diatas tidak diragukan lagi bahwa 

seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik pada 

umat dan suatu hal yang menurut kesepakatan mereka berguna bagi 

kemaslahatan. Kata al-Ma’ruf ialah kata umum yang mencakup setiap 

hal yang diakui, yang dinilai sebagai sesuatu yang kebaikan dan 

dikerjakan berulang-ulang.
73

 

b) H}adi>th Nabi 

سْلُِ وْنَ حَسَنًا
ُ
ءٌ  مَارَآهُ الم  فَ هُوَ عِنْدَ الِله حَسَنٌ وَمَارَآهُ الُْ سْلُِ وْنَ سَيلِّئًا فَ هُوَ عِنْدَ الِله سَيلِّ

Artinya: ‚Sesuatu yang dilihat (diyakini) baik oleh kaum muslimin, 

maka baik pula disisi Allah swt., dan sesuatu dilihat 

(diyakini) buruk oleh kaum muslimin, maka buruk pula disisi 

Allah SWT.‛
74

 

 

                                                            
72  Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahannya…, 255. 
73 Ahmad Musthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, (Mesir: Mustafa al-Bab Al-Halabi, 1974), 

281. 
74  Ah}mad bin H}anbal, Musnad al-Ima>m Ah}mad Ibn H}anbal, Vol. VI, (Muasasah al-Risa>lah, 

1999), 84 
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H}adi>th tersebut dijadikan dasar, bahwa adat yang berlaku 

dalam masyarakat yang tidak melanggar ketentuan shara’, dapat 

ditetapkan sebagai sumber hukum.
75

 Sedangkan adat yang melanggar 

ketentuan shara’, tidak dapat ditetapkan sebagai sumber hukum. 

Apabila tetap dijadikan sebagai sumber hukum, maka sama saja 

dengan menentang ketentuan shara’.  

Seperti halnya melakukan ‘urf fa>sid, para ulama sepakat 

menolak ‘urf fa>sid (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan sebagai 

landasan hukum. Karena, apabila dijadikan sebagai landasan hukum, 

berarti menentang dalil shara’. Sedangkan, ‘urf s}ah}i>h (adat kebiasaan 

yang benar), dapat dijadikan sebagai landasan hukum.
76

 Karena, 

selama tidak bertentangan dengan shara’, adat kebiasaan tersebut 

harus tetap dijaga. Atas dasar itulah para ulama’ us}u>l fiqh merumuskan 

kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan ‘urf  yaitu: 

الْعَادَُ  مَُُكََّ ٌ  
Artinya: Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum.

77 
 

باِلنَّاصِ  كَااللَّابِ ُ  باِلْعُرْ ِ  للَّابِ ُ ااَ   

 

Artinya: Yang ditetapkan melalui ‘urf sama dengan yang ditetapkan 

melalui nas}.
78

 

 

                                                            
75 Ach. Fajruddin Fatwa, Us}u>l Fiqh dan Kaidah Fiqhi>yah, Cet. 1, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel 

Press, 2013), 176. 
76  A. Faishal Haq, Us}u>l Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam, Cet. I, (Surabaya: Citra 

Media, 1997), 147. 
77  Nasroen Haroen, Us}u>l Fiqh 1..., 143. 
78  Ibid. 
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Dari kaidah-kaidah fiqh di atas para ulama menjadikan ‘urf 

sebagai suatu legalitas dan disepakati dalam menentukan atau 

menetapkan suatu dalil hukum adalah ‘urf al-S}ah}i>h. Yang tidak 

bertentangan dengan dalil dan nas}, sedangkan ‘urf fa>sid yaitu ‘urf  

yang bertentangan dengan nas}, para ulama sepakat menolak dan tidak 

menjadikannya sebagai dalil hukum dalam menetapkan hukum.
79

 

Oleh karena itu, ‘urf dapat dijadikan sebagai salah satu dalil 

dalam menetapkan hukum shara’ apabila memenuhi syarat-syarat yang 

telah ditentukan, yaitu: 

a. ‘Urf  tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur’an dan as-Sunnah 

Rasullallah saw.  

b. ‘Urf  berlaku secara umum, artinya menjadi kebiasaan mayoritas 

penduduk setempat, dan keberlakuannya dianut oleh masyarakat. 

c. ‘Urf tidak menyebabkan kemafsadatan atau menghilangkan 

kemaslahatan masyarakat, termasuk tidak mengakibatkan 

kesulitan.
80

 

d. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat, 

artinya tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
81

 

Akan tetapi segala hukum yang dibangun dari dalil shar’i>yah 

berupa ‘urf ini, tidak berlaku bagi keseluruhan manusia di bumi melainkan 

hanya ditempat itu saja. 

                                                            
79  Abdu Al-Wahhab Khallaf, Ilm al-Us}u>l Fiqh…, 80-81. 
80 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam…, 83. 
81 Mukhlis Usman, Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam, (Kaidah-Kaidah Us}uli>yah dan 
Fiqhi>yah), Cet. 4, (Jakarta: PT Grafindo Raja Persada, 2002), 142. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

54 
 

82اَصْلَو يَ تَ َ يّ رُ  الفَراُْ  ِ َنَّ  وَمَكَاناً زَمَاناً تَ تَ َ يّ رهُُ  الْعرْ ِ  عَلَى المبْنِيَ ُ  وَاْ َحْكَامُ   

Artinya: Hukum-hukum yang dibina di atas ‘urf  itu dapat berubah 

dengan berubahnya zaman dan tempat, karena furu’ itu akan 

berubah dengan berubahnya asalnya. 

 

 

                                                            
82  Abdul Wahhab Khallaf, ‘Ilm Us}u>l Fiqh…, 81 


